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BAB III  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota 

Yogyakarta terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di TPS Kelurahan 

Kota Baru dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur dan berlapis. 

Pengawasan tersebut melibatkan unsur pengawasan sektor dari DLH, 

penjaga TPS, serta transporter pengangkut sampah yang telah terdaftar secara 

resmi. Selain itu, DLH juga menjalin koordinasi dengan pihak kelurahan dan 

Satpol PP untuk mendukung penegakan ketertiban di sekitar TPS. Bentuk 

pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

teknis dan operasional, antara lain dengan memastikan kepatuhan terhadap 

jadwal pembuangan sampah, memantau volume dan timbulan sampah, 

melakukan pengecekan terhadap transporter, serta menilai kondisi fisik TPS. 

Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, DLH juga melakukan 

pemanfaatan teknologi, seperti pemasangan CCTV di area TPS. Selain fungsi 

pengawasan, DLH turut menjalankan fungsi pembinaan, yaitu melalui 

penyuluhan dan bimbingan teknis kepada penjaga TPS dan masyarakat 

sekitar. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 

kepatuhan terhadap SOP pengelolaan sampah, mengingat keberhasilan 
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pengelolaan TPS sangat bergantung pada partisipasi masyarakat serta kinerja 

petugas di lapangan. 

2. Dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 

Kelurahan Kota Baru, DLH Kota Yogyakarta masih menghadapi beberapa 

kendala. Kendala tersebut antara lain terbatasnya jam operasional penjaga 

TPS, yang membuka peluang terjadinya pembuangan sampah liar di luar jam 

layanan. Selain itu, terdapat pula penumpukan sampah yang dipengaruhi oleh 

keterbatasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Yogyakarta. 

Kendala lainnya adalah rendahnya tingkat pemilahan sampah oleh 

masyarakat, sehingga menyulitkan proses pengelolaan sampah di TPS. Di 

samping itu, pengaturan dan pengawasan terhadap transporter juga masih 

menjadi tantangan, khususnya dalam menjaga ketepatan waktu dan 

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut, DLH perlu melakukan penguatan koordinasi lintas instansi, 

peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan, 

serta optimalisasi pemanfaatan teknologi pengawasan. Selain itu, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik penjaga TPS maupun 

masyarakat, menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas 

pengawasan dan pengelolaan sampah rumah tangga secara berkelanjutan. 
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B. SARAN  

 berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Penguatan Siatem Pengawasan dan Pengelola TPS 

DLH perlu meningkatkan pengawasan melalui teknologi (CCTV/sensor), 

memperketat koordinasi transporter, serta meningkatkan kapasitas petugas melalui 

pelatihan berkala agar pengelola TPS lebih tertib, efektif, dan responsif. 

2. Optimalisasi Partisipasi dan Edukasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 

Pemilahan sampah dari sumber, kepatuhan jadwal pembuangan, serta 

pengurangan volume sampah perlu diperkuat melalui sosialisasi berkelanjutan 

dengan melibatkan RT/RW, kader lingkungan, dan program seperti komposter, 

biopori, dan TPS 3R. 
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